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.\ \. DIREKTORAT JENDERAL
L/ @ PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 20k /HK.03.01/VIl| /2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SHINTOMO GOLDEN INDONESIA v

Indonesia telah menyampaikan Perm Izin
Penyelenggaraan Pemagangan di Luar kepada
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatih kasi dan
Produktivitas melalui surat Noro 04 /SGI/PI-
LPK/VI/2024 tanggal 28 Juni 20244

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Shintoq&lden

keabsahan dokumentasi serta
oleh Tim Verifikasi yan
Keputusan Direktur Jender embinaan Pelatihan
Vokasi dan Qroduktivitas Nomor
2/4275/HK.03.01/X/2 ggal 24 Oktober 2023
dan Surat Tugas 2/602/LP.03.01/VI/2024
tanggal 16 Juni 20 a Lembaga Pelatihan Kerja
Shintomo Golden esia dinyatakan lengkap dan
telah memenuhigpers¥aratan untuk mendapatkan izin
penyelenggara agangan di luar negeri;

c. bahwa Dber kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapk putusan Direktur Jenderal Pembinaan

Pelatih okasi dan Produktivitas tentang Izin

Penyeakaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga

Pel erja Shintomo Golden Indonesia;

tuk berdasarkan

Mengingat y Aa g-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
nagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

epublik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah

é diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

\ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

¢ Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

e Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

o Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Keria Nasional (Lembaran Negara
e Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.O8/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
Negeri;

4. Peraturan...
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4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

MEMUTUSKAN: \

: KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL P AAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS T G IZIN
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI EGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA SHINT GOLDEN

INDONESIA.

: Memberikan Izin Penyelenggaraan l@gangan di Luar

Negeri kepada:

a. Nama Lembaga : LPK o Golden
Indoncy

i Kurniawan, S.H.

dan Manajemen

ihan Bahasa)

d. Alamat ko Simprug Garden,
°Jababeka Blok A3 No. 23, Kel.
Sertajaya, Kec. Cikarang Timur,

c Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

b. Penanggung jawab
c. Bidang usaha/program :

e. Nomor Telepo : 021-38725006

Lembaga Pela@ Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum K TU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi
peserta angan terlebih dahulu harus mempunyai

dokum ikasi perekrutan penempatan pemagangan
dari asi penerima.

n aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
A dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan
ihan Vokasi dan Produktivitas.

eserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk
mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan
pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan, dan
pelatihan  teknis pekerjaan jabatan yang akan
dikerjakannya melalui latihan penyesuaian (adjustment
training).

: Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan
pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal
berlaku dan dapat diperpanjang dengan

mempertimbangkan...



3

mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang
bersangkutan.

KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban
sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka
waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir
atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan
belum diterbitkan. Q

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlz@da

tanggal ditetapkan. i

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal \2 AowshOo’)ﬁ

Tembusan: o v
. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
. Duta Besar Republik Indon@i Jepang;
Duta Besar Jepang di RepubfIndonesia;

erian Ketenagakerjaan R.I;
Inspektur Jenderal Ken rian Ketenagakerjaan R.I;
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Provinsi Jawa Bgfat§jdan
Kepala Dinas& Hgakerjaan Kabupaten Bekasi.
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